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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3848); 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro 
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3969); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Tebo tentang Hospital By Laws (statuta) Rumah Sakit 
Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo; 

b. bahwa berbagai macam peraturan tersebut harus dilindungi 
oleh peraturan internal dasar yang kokoh yang disebut 
Statuta Rumah Sakit atau Hospital By Laws; 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 29 
ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Rumah Sakit perlu menetapkan Peraturan Internal 
Rumah Sakit (Hospital By Laws), yang berfungsi sebagai 
acuan dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Sakit 
dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan 
yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana 
perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dalam 
mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit; 

Menimbang 

BUPATI TEBO, 

KABUPATEN TEBO 

PERATURAN BUPATI TEBO 
NOMOR ~> TAHUN 2017 

TENT ANG 

HOSPITAL BY LAWS (STATUTA) 
RUMAH SAICIT UMUM DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN 

BUPATITEBO 
PROVINSI JAMBI 



Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2007 Nomr 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737); 

10 Pcraturan Pcmcrintah Nemer 38 Tahun 2007 tcntang 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140: Tambahan Lembaran 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tah un 2005 Nornor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5612); 

r-ri----~- T-t....,~- .1.J...1.u.v.1..J.\,.,,.:,.1.a. .J. CL.l.J.U..J..l Kcpcrawatan (Lcmbaran r~cgara Rcpublik 
ten tang 2014 Tahun 38 Nomor 7 Undang-Undang 

Indonesia Nomor 5607); 

6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679j; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik 
TnrinnP"!;!CI Nnmnr 5c;5<7!. sebagaimana telah ri;nh!Cih hPhPr!Cl~!CI 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063 j; 

4. 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, 
T::nnh~h::m Lernbaran Negara RP~nhlik- Tnr1nnf'~l~ Nnmnr 

5063); 



mengatur dan mendisiplinkan sendiri anggota-anggotanya. 
5. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo memberi landasan 

hukum pasti bagi para staf medik fungsionai (kiinisi) untuk mengambii 
keputusan klinis dan melaksanakan tindakan medik pada pasien sesuai 
dengan izin dan kompentensi yang dimiliki. 

DQTTT'i Q,,.l+. ........... Th-h- c ...... .:.f' ... ,...J~.:- r...,r,....,t...,,, __ ..,.. __ '1""-t....- .... .,.,.... ...... ,...,. ...........,.,..,,1.: ............ -r.: 1,,. .;1.:1,,.,.,, ...... 
J..'-.UU.J..J U\A..l.LCl...1..1. .l.1..1.Gl.J . .lCl. UGl.1..1.\...1.U\...&.J..1..l J.1L..GlUL.l_tJO..LV.l..L J.\..,UV _yc.u..1.5 J..1..1.\,.r.1..1.pU.t....l .n.VfJ\.,.1..1..1..1..L.l.n.Q...L.l' 

falsafah, tujuan, visi dan misi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten 
Tebo. 

2. Statuta RSUD Suitan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo mengatur tentang, 
tugas, kewenangan, tanggungjawab dan hubungan fungsional Pemilik, 
Pengelola dan Staf Medik Fungsional. 

3. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menjadi alarm/ 
rambu-rambu bagi pengambil keputusan manajemen (Direksi) dan 
pengarnbil keputusan pelayanan medik ~KnmitP MPrlilr~ R~TTn ~nlbn Thaha 
Saifuddin Kabupaten Tebo. 

4. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam batas-batas 

Tujuan Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo ini dibuat: 
1. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo menjelaskan jati diri 

Sakit dapat dihindari atau dapat diselesaikan. 

Corporate by laws menyediakan roadmap untuk operasionalisasi Rumah 
Sakit sebagai sebuah institusi agar tercipta tata kelola yang baik (good 
corporate governance) sedang medicai staff by laws menyediakan framework 
agar para dokter dan mitranya dapat melaksanakan fungsi profesionalnya 
dengan baik (good clinical governance). 

Hospital By laws bermaterikan tugas dan tanggungjawab, kewajiban dan 
kewenangan masing-masing unsur sehingga konflik-konflik dalam Rumah 

Rumah Sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan yang komplek 
sehingga perlu didukung dengan berbagai peraturan yang baku guna 
TTIPUT11211ti1'-!:0!n f!:Olf!:Ol kelola ~rnn~ h!:OliL,- guna TTIPngh!:O!~i]L,-!:Oln l!:O!~T!:Oln!:Oln keseha.tan 
bermutu. Berbagai macam peraturan tersebut harus dilindungi oleh peraturan 
internal dasar yang kokoh yang disebut Statuta Rumah Sakit atau Hospital By 

BABI 
PENDAHULUAN 

Pasal 1 

HOSPITAL BY LAWS (STATUTA) RUMAH SA.KIT UMUM 
DAERAH SULTAN THAHA SAIFUDDIN KABUPATEN 
TEBO. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN , 

Staff By Laws) di Rumah Sakit. 

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 631/MENKES/SK/IV /2005 tentang 

By Laws). 

n ....... ......:,...._ ............. ·~---.,... .. , ............. ,..,_......,. ...... 1 n,,..__..._1.-. Q,....1~..:.,... ·-------~..--· 
.1. \.A .. ..tVJ.J..l.O..J.J. .l. \..,.l.Gll.U.1.Cl..l.J. .l.J.J.L\..,J..lJ.0..1 ..L'-U...LJ...1.Q.J..1. UO..fi.1.L \.1..lV'2>_tJ..LLCl...l 

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang 

Memperhatikan 



8. Satuan Organisasi adalah unit atau gugus tugas yang terdapat di dalam 
Stuktur Organisasi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. 

r.t,r,,....... ....,...,4.1,'T"T"'II l'l'l..'1.r,,,..., 1,,.,,..-,.._,, lm<(J,..., 
'-"'<.A...1..1. .I..I..I.V.l..l..l......._c....t.~.1.ll..U....1..1. .l.lro.\,J.I..I.-.Jl\.,,1..1..l..1.V.&..1.. 

,..:.; _ _,,_.1,.._..,. -1-t-. D-.,-..-...;...: '1'"'-t-..­ 
u.1.a...1..1.5.n.a..L V.l.\.....,.1..1. L.J upa..L.L .1. """LIV. 

6. Staf Medik Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo 
adalah Komite Medik, wadah fungsional yang keanggotaannya dipilih 
dari anggota Stai Medik Fungsional (SMF), yang dipimpin oleh seorang 
ketua dalam jabatan fungsional, diangkat oleh dan bertanggungjawab 
kepada Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. 

7. Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah 
kesatuan fungsi kepemimpinan Pengurus, Direksi dan Komite Medik 
~rnn~ secara hPr"-a_.Tn!Cl-"-ATn!CI bertanggungjawab At!'I"- penyeleriggaraan 
sistem manajemen dan mutu pelayanan secara terpadu, efisien dan 
efektif untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang profesional, aman 

Tebo. 
2. Pemilik adalah pemilik RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, 

yaitu Pemerintah Kabupaten Tebo. 
3. Perangkat Daerah adalah Satuan Perangkat Daerah yang bertugas dan 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah salah 
satunya termasuk RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. 

4. RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah salah satu 
Perangkat Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Tebo. 

5. Pengelola adalah Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten 
Tebo yang di angkat oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dalam hal ini 

Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai pedoman penyustman peraturan 
lokal, pedoman, prosedur tetap, kebijakan, perencanaan dan 
penyelenggaraan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo sesuai dengan Visi, 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Statuta adalah produk hukum tertinggi internal RSUD Sultan Thaha 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 2 

8. Statuta RSUD ;::;u1tan rnana Saifuddin K.aoupaten 1 eoo mengatur 
hubungan antara Pengurus, Direksi dan Komite Medik yang terletak pada 
fungsi kepemimpinan ketiganya sebagai satu kesatuan atau sebagai organ 
fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo yang bersama­ 
sama bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem manajemen 
r1!:ln m11t11 _:'Pl!Cly!Cln!Cln <c:Pr!Clr!CI tP~!Clr111. pflcc:iPn nan efektif untuk TnPn~h!Cl<c:illr!Cln 

pelayanan kesehatan yang profesional, aman dan memuaskan konsumen. 

dan akan mendapat pelayanan yang profesional dan bermutu. 

6. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai perangkat 
hukum internal untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antara para 
professional :::.t:::.11 kelornpok profesi ~~t:::.f l\.,fpnik Fungsional) ni RSTTn ~11lbn 

Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. 
7. Statuta RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo memberikan 



(1) Direktur bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan kebijakan 
operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tebo. 

(2) Direktur bertanggungjawab menjalankan manajemen umum rumah 
sakit menurut kaidah-kaidah manajemen yang profesional, ketentuan 
hukum serta etika rumah sakit yang berlaku. 

(3) Direktur memiliki otoritas sebagai penggerak kinerja RSUD Sultan 
Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dapat mengeluarkan kebijakan 
atau peraturan yang lebih rendah dari Statuta RSUD Sultan Thaha 
Saifuddin Kabupaten Kabupaten Tebo ini untuk melaksanakan fungsi 
organisasi dan manajemen serta kebijakan operasional Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tebo. 

(4) Direktur berwenang membentuk forum konsultatif yang melibatkan 
mitra kerja setempat bila diperlukan. 

Bagian Kedua 
Direktur 
Pasal 6 

(1) Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo terdiri 
dari Direksi dan Komite Medik. 

(2) Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo 
melaksanakan fungsi manajemen dan kepemimpinannya masing-masing 
sebagai satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan sistem manajemen dan mutu pelayanan secara terpadu, 
efisien dan efektif untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang 
profesional, aman dan memuaskan konsumen. 

BAB IV 
ORGANISASI DAN MANAJEMEN 

Bagian Kesatu 
Organ Fungsional 

Pasal 5 

(1) Memberikan pelayanan kesehatan secara professional dan terjangkau pada 
semua lapisan masyarakat. 

(2) Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD sesuai dengan perkembangan 
zaman. 

(3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia RSUD. 

Bagian Kedua 
Misi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo 

Pasal 4 

Visi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah memberikan 
pelayanan kesehatan rujukan yang prima dan terjangkau oleh semua lapisan 
masyarakat. 

BAB III 
VISI DAN MISI 
Bagian Kesatu 

Visi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo 
Pasal 3 



Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. 

dan tanggungjawab 
etik yang berlaku. 

(6) Susunan organisasi, tugas, hak, wewenang 

dari Staf Medik 
(3) Komite Medik bertugas dan bertanggungjawab menyusun dan 

melaksanakan standar pelayanan medik serta kode etik profesi. 
(4) Komite Medik bertugas merekomendasikan pengembangan Staf Medik 

dan teknologi pelayanan medik. 
(5) Tujuan Komite Medik yaitu agar semua staf medik terorganisasi 

dengan baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan 
tanggungjawabnya sesuai derigan standar pelayanan rnedik dan kode 

ft1\ T.l·.--~+-- 1\.,'f-....l.:1r DQ.TTT"', C.,,1+--- 'T't....-t....- C--.:+ ... ,,::~.: ........ T/ .. ,...i.,..,,_....,.+-,...- ~,...!....,.... ...-,...._,.....::.:_.: 
\~} .1.~V.1.J..1..1.L\,., .1¥.J.VU.J...n.. ..1'-.UVJ..J U\...I.J.LGl..1.J. ..lJ..1.Q...1.1.Gl UQ..1...1\...l\..l.\..l.l.1..1. .l.~Q.UY._tJCl.L\,.,.1..1. .l.\,.,UV L\,.,.I.\.A..1..1..1. 

(1) Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin 
adalah wadah fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota 
Staf Medik Fungsional (Sl'vlFL d ipirnpiri oleh seorang ke tua dalarn 
jabatan fungsional, diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada 
Pengurus. 

Bagian Keempat 
Komite iviedik 

Pasal 8 

(1) Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah satuan kerja fungsional yang 
bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit 

{2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada pimpinan rumah sakit. 

(3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah 

Bagian Ketiga 
Satuan Pengawas Interen (SPI) 

Pasal 7 

Sementara Direktur untuk waktu maksimal 6 (en.am) bulan. 

Tebo sesuai dengan kebutuhan pegawai di RSUD Sultan Thaha Saifuddin 
Kabupaten Tebo. 

(8j Daiam hal Direktur tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya karena 
harus meninggalkan Rumah Sakit sementara waktu (kurang dari 3 bulan) 
maka pejabat yang diberi wewenang oleh Bupati Tebo akan menjalankan 
fungsi sebagai Pengganti Sementara Direktur. 

(9) Apabila Direktur tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya lebih dari 
tiga bulan maka Bupati ak.an merrunjuk Pejabat Penggariti untuk 
bertindak dalam jabatan terse but untuk. 

(lO)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur karena Pejabat Baru belum 

(5) Direktur RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh kepala bagian dan kepala seksi. 

(6) Spesifikasi jabatan, tugas, wewen ang d an tariggurigjawab dite tapkari 
oleh Pemerintah Kabupaten Tebo di dalam Struktur Organisasi dan 
Uraian Tugas RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo. 



a dipimpin oleh ketua Komite; 
b diikuti oleh seluruh anggota Komite; 
c diadakan minimal 3 bulan sekali; dan 
d membahas kinerja dan masalah dam 3 bulan dan rencana 3 bulan ke 

depan. 
(6) Rapat Koordinasi 

a dipimpin oleh Pejabat yang terkait masalah yang di bahas; 
b rliik11ti nlPh ~Pl11r11h ~1-::.iff terkait masalah ~rnng rli h!'.'lh::.i~: 
c diadakan sesuai kebutuhan; dan 
d membahas sesuai kebutuhan. 

(3) Rapat Bagian 
a dipimpin oleh Kepala Bagian; 
b diikuti oleh seluruh anggota bagian; 
c diadakan minimal 1 bulan sekali; dan 
d membahas masalah yang muncul dan problem solving. 

(4) Rapat Direktur dan Staf 
a dipimpin oleh Direktur; 
b diiktiti oleh sehrruh Staf; 
c diadakan minimal 3 bulan sekali; dan 
d membahas evaluasi kinerja tiap Unit Kerja dan rencana kerja. 

(2) Rapat Direksi 
a dipimpin oleh Direktur; 
b d iik.uti oleh Dire ktur , Kepala Bagian/Bidang; 
c diadakan minimal 1 bulan sekali; dan 
d membahas evaluasi kinerja pelayanan, keuangan bulanan, program 

knnrrl in !'.'I si. 

(1) Rapat yang diselenggarakan meliputi rapat Direksi, rapat bagian/bidang, 
rapat Bagian, Rapat Direktur dan Staf, rapat Komite Medik, dan rapat 

Bagian Keenam 
Ra pat 

Paaal 11 

,,....,, r-"r'"'1""'; ,.J;.......,;....,....._..,; ....... "l"°'h <"'°'"_" .............. 1,'°'_...,...1,... ;.....,, ..... r'"'1,...C"'\; ,. ., · 1 \Vj .LJ..l'->l.c.l...lCA.~.l u..1.p.1.1..1..1.p.1..1.1. V.1'-..,.1..l ~...,V.lCA..lJ..5 .n .. vpc.t...1CA. .l.l.l~\..CA..LCA.~.l ~,tang a1ang1{aL aan 
diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit. 

(4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga­ 
tenaga fungsional dan atau non medis. 

(5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan 
secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik 

(2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai 
kebutuhan rumah sakit. 

penelitian rumah sakit. 

(1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan 
fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan 

Bagian Kelima 
Instalasi 
Pasa! 10 



(3) Program serta pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dievaluasi secara 
periodik. 

(4j Kerjasama yang mempersyaratkan pengikatan sumber daya yang besar dan 
jangka waktu lebih dari 5 tahun harus melalui persetujuan Bupati 

(1) Rumah sakit mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak luar 
dengan tujuan saling menguntungkan, berpartisipasi, membantu dan 
memandirikan masyar'akat dalarn upaya pemerruhan hak dan kebutuhan 
dasar. 

(2) Kerjasama dan kemitraan dilaksanakan mengacu pada visi dan misi Rumah 

BABV 
HUBUNGAN DENGAN PIHAK LUAR 

Pasal 14 

Direktur senantiasa mengupayakan agar Statuta rumah sakit mi dapat 
diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. 

Bagian Kesembilan 
PemaparanStatuta 

Pasal 13 

peraturan lain yang lebih tinggi. 

neraturan rurnah sakit, peraturan tentang personil rumah sakit, 
pengendalian pasien dan pengunjung, serta masalah lain yang tidak 
dicantumkan dalam statuta ini. 

(1) Direktur berwenang untuk menetapkan berbagai ketentuan dan peraturan 
pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan dasar ini yang meliputi 

Bagian Kedelapan 
Peraturan Rumah Sakit 

Pa.sa.1 12 

(1) Mekanisme pengawasan Pemerintah daerah ke unit kerja dilaksanakan 
dengan cara menugaskan internal audit pemerintah daerah, evaluasi 
hPrW~ b rfon ekterrral audit. 

(2) Mekanisme pengawasan internal unit kerja dilaksanakan melalui Komite 
Medik atau Panitia lainnya. 

Bagian Ketujuh 
Mekanisme Pengawasan 

Pasa! 11 



Saifuddin Kabupaten Kabupaten Tebo ini untuk melaksanakan fungsi 
organisasi dan manajemen serta kebijakan operasional Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tebo. 

(4) Direktur berwenang membentuk forum konsultatif yang melibatkan 
mitra kerja setempat bila diperlukan. 

(1) Direktur bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan kebijakan 
operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tebo. 

(2) Direktur bertanggungjawab menjalankan manajemen umum rumah 
sakit menurut kaidah-kaidah manajemen yang 5okum5sional, 
k'"Ptenhll=ln .t;nlrnm c:;:prfl:t Pt;k'"l:t rnml:th <::l:tk'";t ;ran~ ber la ku. 

(3) Direktur memiliki otoritas sebagai penggerak kinerja RSUD Sultan 
Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo, dapat mengeluarkan kebijakan 

Bagian Kedua 
Direktur 
Pasal 6 

--- ........ -1---~----- -~- ...... --- .__....---~---- ....l-- ........... ..,,,...,., --1- ........ ---- ------ ~----....::,, pvJ...1.J \.,.l.\.,.I.J.5S,GU. 0..GU.J. ~J.,.:,L\..,J.J.J. .l.1.J.GU..1.Cl.J\..,.1..1..l\..,.l.1. U.Cl.J..J.. .I.J...I.ULl.,.,l J:''-'l.O...J' GU.J..CI..J..J.. ,.:J\..,\..,Q.J.. a. L\.,.l pa..uu, 

efisien dan efektif untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang 
profesional, aman dan memuaskan konsumen. 

melaksanakan fungsi manajemen dan kepemimpinannya masing-masing 
sebagai satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggungjawab atas 

(2} Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo 

(1) Organ Fungsional RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo terdiri 
dari Direksi dan Komite Medik. 

BAB IV 
ORGANISASI DAN MANAJEMEN 

B::.gt::.n Keaat.u 
Organ Fungsional 

Pasal 5 

(1) Memberikan pelayanan kesehatan secara professional dan terjangkau pada 
semua lapisan masyarakat. 

(2) Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD sesuai dengan perkembangan 
zaman. 

(3) Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia RSUD. 

Misi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo 
Pasal 4 

Visi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo adalah memberikan 
pelayanan kesehatan rujukan yang prima dan terjangkau oleh semua lapisan 
masyarakat. 

BAB III 
VISI DAN MISI 
Bagian Kesatu 

Visi RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo 
Pasal 3 



U BAKAR 
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR . 

KABAGUMUM 

DIREKTUR 

Ditetapkan di : Muara Tebo 
Pada Tanggal : C. - ti ,. 2017 

~ BUPATI TEBO, 

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo. 

Pasal 16 

dalam Kebijakan Manajemen RSUD Sultan Thaha Saifuddin 
Kabupaten Tebo, Pedoman dan Peraturan Internal lainnya yang lebih 
teknis dan operasionai untuk diiaksanakan. 

(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta RSUD Sultan Thaha 
Saifuddin Kabupaten Tebo ini dapat diatur lebih lanjut pada saat 
Statuta RSUD Sultan Th ah a ~!:lifnnnin K!:ihir'.:"rntPn TPbr'I ini nitinj!:lll 
kembali / direvisi. 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Statuta RSUD Sultan 

BAB XI 
PENUTUP 
Pasal 15 


